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BAB II 

TINJAUAN UMUM AKAD MURABAHAH, 

MUSYARAKAH MUTANAQISAH DAN PEMBIAYAAN 

KPR SYARIAH 

A. Tinjauan Umum Akad Murabahah 

1. Pengertian Akad Murabahah 

Akad dalam bahasa arab „al-„aqd, jamaknya 

al-„uqud, berarti ikatan atau mengikat (al-rabth). 

Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah 

pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan 

(qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang 

menimbulkan hukum terhadap objeknya.
1
 Menurut 

Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul „aqdi, 

akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih 

yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu 

konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat 

pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak 

langsung dalam kesepakatan tersebut.
2
 

                                                           
1
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi 

dalam Islam, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010. h. 15 
2
 Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: 

Salemba Empat, 2012, h. 70 
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Akad (ikatan, keputusan, atau penguat) atau 

perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat 

diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan 

nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum 

akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang 

untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu 

pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun 

yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 

wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti 

keterkaitan antara ijab (pernyataan 

penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul 

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup 

yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. 

Sedangkan murabahah merupakan salah satu 

produk atau skim yang paling populer dalam praktik 

pembiayaan pada bank syariah. Selain mudah 

perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun 

manajemen bank, produk ini memiliki beberapa 

kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem 

kredit pada perbankan konvensional. Meskipun 

demikian, secara prinsip murabahah sangat jauh 
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berbeda dengan suku bunga dalam perbankan 

konvensional.
3
   

Murabahah dalam istilah fikih Islam berarti 

suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan 

(margin) yang diinginkan.
4
 Dapat diartikan 

murabahah itu sebagai suatu perjanjian antara bank 

dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian 

atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 

Kata murabahah ini berasal dari kata ribhu 

(keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank 

menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak 

sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. 

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok 

ditambah keuntungan (margin).
5
 

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “yang 

                                                           
3
 Usman, Produk..., h. 176 

4
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 

2013, h. 81  
5
 Usman, Produk ..., h. 176 
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dimaksud dengan akad murabahah adalah akad 

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang 

disepakati.
6
 

Akad murabahah biasa dikenal dengan Bai‟ 

al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 

Dalam bai‟ al-murabahah, penjual (dalam hal ini 

adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang 

dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahannya.
7
 

Definisi lain dari murabahah menurut kamus 

Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah yang 

diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank 

Indonesia: Murabahah merupakan jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. Dalam ba‟i murabahah, penjual harus 

memberi tahu harga produk yang ia beli dan 

                                                           
6
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah. 
7
 Al Arif, Dasar-Dasar..., h. 43 
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menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya.  

2. Landasan Hukum Akad Murabahah 

a. Al-Qur’an 

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum 

membolehkan jual beli, salah satunya adalah 

firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 275 

باَ وَ انشِّ حَشَّ َٔ أحََمَّ اللهُ انْبيَْعَ  َٔ  

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba” (QS. AL-

Baqarah:275)
8
 

 

b. Hadits Nabi 

 ٍَّ ِٓ سَهَّىَ قاَلَ : ثلَاَ ثٌ فيِْ َٔ  ِّ ٌَّ انَُّبيَِّ صَهَّي اللهُ عَهيَْ أَ

خَهْطُ انْبشُِّ انَْبشََكَتُ:  َٔ قاَسَضَتُ,  ًُ انْ َٔ انَْبيَْعُ إنِىََ أجََمٍ, 

عِيْشِ نهِْبيَْجِ لاَ نهِْبيَْعِ )سٔاِ ابٍ ياجّ  باِنشَّ

 صٓيب( عٍ

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung 

berkah : jual beli secara tunai, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

                                                           
8
 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36 
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jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 

untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
9
 

 
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang 

Murabahah. Memutuskan: 

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam 

Bank Syari’ah:  

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad 

murabahah yang bebas riba. 

2) Barang yang diperjualbelikan tidak 

diharamkan oleh syari’ah Islam.  

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati 

kualifikasinya.   

4) Bank membeli barang yang diperlukan 

nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 

pembelian dilakukan secara utang.  

                                                           
9
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Min‟Adillati Ahkam, 

terj. M. Zaenal Arifin, Kitab Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum dan 

Akhlak, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014 h. 338 
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6) Bank kemudian menjual barang tersebut 

kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual 

senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 

kaitan ini Bank harus memberitahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan.  

7) Nasabah membayar harga barang yang telah 

disepakati tersebut pada jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati.  

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

atau kerusakan akad tersebut, pihak bank 

dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip, 

menjadi milik bank. 

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:  

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji 

pembelian suatu barang atau aset kepada 

bank.  
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2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia 

harus membeli terlebih dahulu aset yang 

dipesannya secara sah dengan pedagang.  

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut 

kepada nasabah dan nasabah harus menerima 

(membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah 

disepakatinya, karena secara hukum janji 

tersebut mengikat; kemudian kedua belah 

pihak harus membuat kontrak jual beli.  

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta 

nasabah untuk membayar uang muka saat 

menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli 

barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar 

dari uang muka tersebut.  

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian 

yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat 

meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah.  

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun 

sebagai alternatif dari uang muka, maka  
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a) jika nasabah memutuskan untuk 

membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 

b) jika nasabah batal membeli, uang muka 

menjadi milik bank maksimal sebesar 

kerugian yang ditanggung oleh bank 

akibat pembatalan tersebut; dan jika 

uang muka tidak mencukupi, nasabah 

wajib melunasi kekurangannya. 

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah: 

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar 

nasabah serius dengan pesanannya. 

2) Bank dapat meminta nasabah untuk 

menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

Empat: Utang dalam Murabahah:  

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah 

dalam transaksi murabahah tidak ada 

kaitannya dengan transaksi lain yang 

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas 

barang tersebut. Jika nasabah menjual 

kembali barang tersebut dengan keuntungan 

atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank. 
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2) Jika nasabah menjual barang tersebut 

sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak 

wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan 

kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan 

utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak 

boleh memperlambat pembayaran angsuran 

atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam 

Murabahah: 

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak 

dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.  

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran 

dengan sengaja, atau jika salah satu pihak 

tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 

Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah 

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:  

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda 

tagihan utang sampai ia menjadi sanggup 

kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
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3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 

a. Rukun Akad Murabahah 

1) Pelaku akad, yaitu bai‟ (penjual) adalah 

pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan 

musytari (pembeli) adalah pihak yang 

memerlukan dan akan membeli barang. 

2) Objek akad, yaitu mabi‟ (barang dagangan) 

dan tsaman (harga), dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.
10

 

b. Syarat Akad Murabahah 

1) Penjual harus memberi tahu biaya modal 

kepada nasabah. 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan 

rukun yang ditetapkan  

3) Kontrak harus bebas dari riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli 

bila terjadi cacat atas barang sesudah 

pembelian. 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian.
11

 

                                                           
10

 Ascarya, Akad ..., h. 82 
11

 Al Arif, Dasar-Dasar..., h. 44 
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Beberapa syarat pokok murabahah menurut 

Usmani (1999), antara lain sebagai berikut: 

1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual 

beli ketika penjual secara eksplisit 

menyatakan biaya perolehan barang yang 

akan dijualnya dan menjual kepada orang 

lain dengan menambahkan tingkat 

keuntungan yang diinginkan. 

2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat 

ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama 

dalam bentuk persentasi tertentu dari biaya. 

3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam 

rangka memperoleh barang, seperti biaya 

pengiriman, pajak dan sebagainya 

dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk 

menentukan harga agregat dan margin 

keuntungan didasarkan pada harga agregat 

ini. 

4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika 

biaya-biaya perolehan barang dapat 

ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya 

tidak dapat dipastikan, barang/komoditas 
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tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip 

murabahah.
12

 

4. Bentuk-Bentuk Akad Murabahah 

Bentuk-bentuk murabahah antara lain: 

a. Murabahah sederhana 

Murabahah sederhana adalah bentuk akad 

murabahah ketika penjual memasarkan 

barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai 

harga perolehan ditambah margin keuntungan 

yang diinginkan. 

b. Murabahah kepada pemesan 

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, 

yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk 

murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai 

perantara karena keahliannya atau karena 

kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk 

murabahah inilah yang diterapkan perbankan 

syariah dalam pembiayaan.
13

 

                                                           
12

 Ascarya, Akad ..., h. 83-84 
13

 Ibid..., h. 89 
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5. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad 

Murabahah 

Dalam pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia 

dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan 

nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau 

seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada 

kesepakatan antara bank nasabahnya, dan akad 

pembiayaan murabahah telah ditandatangani oleh 

bank dan nasabah, maka bank wajib menyediakan 

dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang 

dipesan nasabah.
14

 

a. Penggunaan akad murabahah 

1) Pembiayaan murabahah merupakan jenis 

pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam 

bank syariah, yang pada umumnya 

digunakan dalam transaksi jual beli barang 

investasi dan barang-barang yang diperlukan. 

2) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah 

lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan 

                                                           
14

 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2012, h. 201 
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konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad 

murabahah sangat sesuai karena ada barang 

yang diinvestasikan oleh nasabah atau akan 

ada barang yang menjadi objek investasi. 

Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya 

barang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas 

dan terukur. 

3) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk 

pembiayaan modal kerja yang diberikan 

langsung dalam bentuk uang. 

b. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual 

beli 

1) Rumah 

2) Kendaraan bermotor dan/atau alat 

transportasi 

3) Pembelian alat-alat industri 

4) Pemebelian pabrik, gudang, dan aset tetap 

lainnya. 

5) Pembelian aset yang tidak bertentangan 

dengan syariah Islam. 

c. Bank 

1) Bank berhak menentukan dan memilih 

supplier dalam pembelian barang. Bila 
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nasabah menunjukan supplier lain, maka 

bank syariah berhak melakukan penilaian 

terhadap supplier untuk menentukan 

kelayakannya sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh bank syariah. 

2) Bank menerbitkan Purchase Order (PO) 

sesuai dengan kesepakatan antara bank 

syariah dan nasabah agar barang dikirimkan 

ke nasabah. 

3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank 

syariah yaitu dengan mentransfer langsung 

pada rekening supplier/penjual, bukan 

kepada rekening nasabah. 

d. Nasabah 

1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, 

sehingga dapat melaksanakan transaksi 

2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan 

dalam melakukan pembayaran.
15

 

 

                                                           
15

 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2011. h. 40-42 
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B. Tinjauan  Umum Musyarakah Mutanaqisah 

1. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 

dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan.
16

 Istilah lain dari 

musyarakah adalah syarikah atau syirkah.
17

 

Sedangkan akad musyarakah merupakan transaksi 

penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana 

atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai 

syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, 

sedangkan pembagian kerugian berdasarkan 

proporsi modal masing-masing.
18

 Sedangkan 

                                                           
16

 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001, h. 90 
17

 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi 

dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, h. 76 
18

 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Raja Wali 

Pers, 2014, h. 44 
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mutanaqisah berarti penyusutan modal milik bank 

karena dibayar oleh nasabah dengan cara diangsur.
19

 

Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional No: 

73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah 

Mutanaqisah menjelaskan bahwa yang dimaksud 

musyarakah mutanaqisah adalah Musyarakah atau 

Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal 

salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan 

pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
20

 

Musyarakah Mutanaqisah juga dapat disebut 

Musyarakah menurun yang artinya musyarkah 

dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan 

dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya 

sehingga bagian dananya akan menurun dan pada 

akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi 

pemilik penuh usaha tersebut.
21

 Musyarakah 

menurun (musyarakah mutanaqisah) sebagai teknik 

pembiayaan, yang merupakan akad jenis baru yang 

diusulkan oleh fuqaha kontemporer dengan tetap 

                                                           
19

 Maulana Hasanudin & Jaih Mubarok, Perkembangan Akad 

Musyarakah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 60 
20

 Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 

Tentang Musyarakah Mutanaqisah 
21

 Wangsawidjaja, Pembiayaan,,, h. 250 
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mengingat permasalahan yang dirasakan ketika 

membahas prinsip musyarakah dalam perspektif 

perekonomian yang lebih luas. Hal ini melibatkan 

konsep musya‟, yang berarti kepemilikan yang tidak 

terbagi atas suatu aset oleh rekannya. Semua 

rekanan pemilik adalah pemilik setiap bagian 

properti bersama secara proporsional dan seorang 

rekanan tidak dapat menuntut bagian spesifik dari 

properti yang bersangkutan serta memberikan bagian 

lain kepada rekanan lain. Selain itu diperbolehkan 

pula menyewakan musya‟ ke rekanan pemilik 

bersama lain.
22

 

Musyarakah menurun (Musyarakah mutanaqisah) 

dapat dengan mudah digunakan untuk tujuan 

pembiayaan aset tetap oleh bank Islami. Aset 

tersebut di antaranya pembiayaan rumah, 

pembiayaan gedung/bangunan dan pembiayaan aset 

tetap lainnya.
23

 

                                                           
22

 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 516 
23

 Ibid  
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Dari pengertian-pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa musyarakah mutanaqisah:
24

 

a. Merupakan produk turunan musyarakah, dan 

merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk kepemilikan suatu barang. 

b. Kepemilikan salah satu pihak terhadap barang 

secara bertahap akan berkurang sedangkan hak 

kepemilikan pihak lainnya bertambah. 

c. Perpindahan porsi kepemilikan kepada salah 

satu pihak terjadi melalui mekanisme 

pembayaran. 

2. Landasan Hukum Musyarakah Mutanaqisah 

a. Al-Qur’an 

QS. Shad ayat 24 

ٍَ انْخُهطََاءِ نيَبَْغِي بعَْضُٓىُْ عَهىَٰ  ٌَّ كَثيِشًا يِ إِ َٔ ......

قهَيِمٌ  َٔ انحَِاثِ  هُٕا انصَّ ًِ عَ َٔ ٍَ آيَُُٕا  بعَْضٍ إلِاَّ انَّزِي

...... يَا ْىُْ   ۗ  

Artinya: “..Dan sesungguhnya kebanyakan dari 

orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan amat 

                                                           
24

 Wangsawidjaja, Pembiayaan,,, h. 250 
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sedikitlah mereka ini....”25 

 

b. Hadits Nabi  

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, 

Rasulullah SAW berkata:  

لُ  ْٕ ٌَّ اللهَ حعََانىَ يقَُ ٍِ أََاَ ثاَنثُِ : إ شِيْكَيْ ٍْ  انشَّ يَا نىَْ يخَُ

ا صَاحِبَُّ  ًَ ا صَاحِبَُّ  ،أحََذُُْ ًَ ٌَ أحََذُُْ فإَرَِا خَا

ا ًَ ِٓ ٍْ بَيُِْ صححّ )سٔاِ أبٕدأد،  خَشَجْجُ يِ

عٍ أبي ْشيشة(، ىاكانح  

Artinya : “Allah swt. berfirman: „Aku adalah 

pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat 

selama salah satu pihak tidak mengkhianati 

pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah 

berkhianat, Aku keluar dari mereka.”(HR. Abu 

Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu 

Hurairah).
26

 

 

c. Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional No: 73/DSN-

MUI/XI/2008 tentang Musyarakah 

Mutanaqisah, dalam fatwa ini yang dimaksud 

dengan : 

                                                           
25

 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 363 
26

 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al Maram Min Adillat 

Al Ahkam, terj. Abdul Rosyad Siddiq, Terjemah Lengkap Bulughul Maram, 

Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, h. 396 
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1. Musyarakah Mutanaqisah adalah 

musyarakah atau syirkah yang kepemilikan 

asset (barang) atau modal salah satu pihak 

(syarik) berkurang disebabkan pembelian 

secara bertahap oleh pihak lainnya;  

2. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang 

melakukan akad syirkah (musyarakah).  

3. Hishshah  adalah porsi atau bagian syarik 

dalam kekayaan musyarakah yang bersifat 

musya‟. Musya‟ adalah porsi atau bagian 

syarik dalam kekayaan musyarakah (milik 

bersama) secara nilai dan tidak dapat 

ditentukan batas-batasnya secara fisik.  

4. Hukum musyarakah mutanaqisah adalah 

boleh. Ketentuan akad musyarakah 

mutanaqisah adalah sebagai berikut: 

1) Akad musyarakah mutanaqisah terdiri 

dari akad musyarakah/ syirkah dan bai‟ 

(jual-beli).  

2) Dalam musyarakah mutanaqisah berlaku 

hukum sebagaimana yang diatur dalam 

fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Musyarakah, yang 
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para mitranya memiliki hak dan 

kewajiban, di antaranya:  

a) Memberikan modal dan kerja 

berdasarkan kesepakatan pada saat 

akad.  

b) Memperoleh keuntungan berdasarkan 

nisbah yang disepakati pada saat 

akad.  

c) Menanggung kerugian sesuai proporsi 

modal.  

3) Dalam akad musyarakah mutanaqisah, 

pihak pertama (syarik) wajib berjanji 

untuk menjual seluruh  hishshah-nya 

secara bertahap dan pihak kedua (syarik) 

wajib membelinya. 

4) Jual beli sebagaimana dimaksud dalam 

angka 3) dilaksanakan sesuai 

kesepakatan.  

5) Setelah selesai pelunasan penjualan, 

seluruh  hishshah LKS beralih kepada 

syarik lainnya (nasabah).  

Adapun ketentuan khusus musyarakah 

mutanaqisah adalah: 
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a) Aset musyarakah mutanaqisah dapat 

di-ijarah-kan kepada syarik atau 

pihak lain.  

b) Apabila aset musyarakah  menjadi 

obyek ijarah,  maka  syarik (nasabah) 

dapat menyewa aset tersebut dengan 

nilai ujrah yang disepakati.  

c) Keuntungan yang diperoleh dari ujrah 

tersebut dibagi sesuai dengan nisbah 

yang telah disepakati dalam akad, 

sedangkan kerugian harus 

berdasarkan proporsi kepemilikan. 

Nisbah keuntungan dapat mengikuti 

perubahan proporsi kepemilikan 

sesuai kesepakatan para syarik.  

d) Kadar/Ukuran bagian/porsi 

kepemilikan asset musyarakah, syarik 

(LKS) yang berkurang akibat 

pembayaran oleh syarik  (nasabah), 

harus jelas dan disepakati dalam akad, 

biaya perolehan aset musyarakah 

menjadi beban bersama, biaya 

peralihan kepemilikan menjadi beban 
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pembeli. 

3. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah 

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang 

harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, 

sedangkan syarat adalah ketentuan 

(peraturan/petunjuk) yang harus diindahkan dan 

dilakukan.   

Dalam syari’ah rukun dan syarat sama-sama 

menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.
27

 

Karena musyarakah mutanaqisah merupakan suatu 

akad maka rukun dan syaratnya harus sesuai dengan 

rukun dan syarat suatu perikatan. 

Menurut T.M.  Hasbi Ash-Shaddiqy  ada  

empat komponen yang harus dipenuhi untuk 

terbentuknya suatu akad yaitu al-„aqidain, mahall al-

‟aqd, Maudhu‟ al-‟aqd dan shighat al-„aqd, keempat 

hal tersebut merupakan unsur-unsur penegak akad 

atau muqawimat ‟aqd
 .28

 

a. Subjek perikatan (al-„aqidain) 

                                                           
27 Gemala Dewi, HukumPerikatan Islam di Indonesia, Jakarta: 

Prenada Media, 2005, h. 49-50. 
28

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas HukumMuamalat 

(HukumPerdata Islam), Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000, h. 99-100. 
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Al-„aqidain adalah para pihak yang 

melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu 

tindakan hukum tertentu berupa akad 

(perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai 

subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku 

perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai 

pihak pengemban hak dan kewajiban, yang 

terdiri dari dua macam yaitu manusia dan 

badan hukum. 

b. Objek perikatan (mahall al-‟aqd) 

Mahall al-‟aqd adalah sesuatu yang dijadikan 

objek akad dan dikenakan padanya akibat 

hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad 

dapat berupa benda berwujud maupun benda 

tidak berwujud. Syarat yang harus dipenuhi 

dalam mahall al-‟aqd adalah pertama, objek 

perikatan telah ada ketika akad 

dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak 

ada adalah batal, misalnya menjual anak 

hewan yang masih dalam perut induknya atau 

menjual tanaman sebelum tumbuh.  Kedua, 

objek perikatan dibenarkan oleh syariah, 

benda-benda yang menjadi objek perikatan 
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haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi 

manusia. Ketiga, objek akad harus jelas dan 

dikenali, benda (barang atau jasa) yang 

menjadi objek perikatan harus jelas dan 

diketahui oleh „aqid, hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi kesalah pahaman diantara para 

pihak yang dapat menimbulkan sengketa. 

Keempat, objek dapat diserahterimakan, 

artinya objek dapat diserakan pada saat akad 

terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. 

Disarankan objek perikatan berada dalam 

kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk 

menyerahkan pada pihak kedua. 

c. Tujuan perikatan (maudhu‟ al-„aqd) 

Maudhu‟ al-„aqd adalah tujuan dan hukum 

suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. 

Dalam buku Asas-Asas Hukum Muamalat 

(Hukum Perdata Islam), syarat-syarat yang 

harus dipenuhi agar suatu tujuan akad 

dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban 

yang telah ada atas pihak-pihak yang 
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bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 

2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga 

berakhirnya pelaksanaan akad. 

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara‟. 

d. Ijab dan Kabul  (shighat al-„aqd) 

Shighat al-„aqd adalah suatu ungkapan para pihak 

yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab 

adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari 

pihak pertama untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu 

pernyataan menerima dari pihak kedua atas 

penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. 

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam 

melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat 

hukum, yaitu sebagai berikut: 

1) Jala‟ al-ma‟na, yaitu tujuan yang terkandung 

dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat 

dipahami jenis akadyang dikehendaki. 

2) Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab 

dan kabul. 

3) Jazm al-iradataini yaitu antara ijab dan kabul 

menunjukkan kehendak para pihak secara 

pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. 
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Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara 

sebagai berikut: 

a) Lisan, para pihak mengungkapkan 

kehendaknya dalam bentuk perkataan secara 

jelas. 

b) Tulisan, adakalanya suatu perikatan 

dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat 

dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat 

bertemu secara langsung dalam melakukan 

perikatan, atau untuk perikatan-perikatan 

yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan 

yang dilakukan oleh suatu badan hukum, 

yang digunakan sebagai alat bukti tertulis 

terhadap orang-orang yang bergabung dalam 

suatu badan hukum tersebut. 

c) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya 

dilakukan oleh orang-orang normal , orang 

cacat pun dapat melakukan suatu perikatan 

(akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara 

maka akad dapat dilakukan dengan isyarat, 

asalkan para pihak yang melakukan perikatan 

tersebut memiliki pemahaman yang sama. 

d) Perbuatan, seiring dengan perkembangan 
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kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat 

dilakukan dengan cara perbuatan saja, hal ini 

dapat disebut ta‟athi  atau  mu‟athah (saling 

memberi dan menerima). Adanya perbuatan 

memberi dan menerima dari para pihak yang 

telah saling memahami perbuatan perikatan 

tersebut dengan segala konsekuensinya 

(akibat hukumnya).  

4. Karakteristik Musyarakah Mutanaqisah 

Semua rukun dan ketentuan yang ada dalam 

akad musyarakah, sebagaimana fatwa DSN-MUI 

No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Musyarakah berlaku juga pada Musyarakah 

Mutanaqisah. Sedangkan ciri-ciri khusus 

Musyarakah Mutanaqisah adalah sebagai berikut:
29

 

a. Modal usaha dari para pihak (Bank 

Syariah/Lembaga Keuangan Syariah [LKS]) 

dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk 

hishshah. Terhadap modal usaha tersebut 

                                                           
29

 Keputusan Dewan Syari’ah Nasional No. 01/DSN-MUI/X/2013 

Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah mutanaqisah dalam Produk 

Pembiayaan. 
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dilakukan tajzi'atul hishshah , yaitu modal 

usaha dicatat sebagai hishshah (portion) yang 

terbagi menjadi unit-unit hishshah. Misalnya 

modal usaha syirkah dari bank sebesar 80 juta 

rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah 

(modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah). 

Apabila setiap unit hishshah disepakati 

bernilai 1 juta rupiah; maka modal usaha 

syirkah adalah 100 unit hishshah. 

b. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam 

hishshah tersebut tidak boleh berkurang 

selama akad berlaku secara efektif. Sesuai 

dengan contoh pada huruf a, maka modal 

usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 

100 juta rupiah (l00 unit hishshah) 

c. Adanya wa'd (janji). Bank Syariah/LKS 

berjanji untuk mengalihkan seluruh 

hishshahnya secara komersial kepada nasabah 

dengan bertahap. 

d. Adanya pengalihan unit hishshah. Setiap 

penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank 

Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya 

sama dengan nilai unit hishshah , secara 
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syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit 

hishshah Bank Syariah/LKS secara komersial 

(naqlul hishshah bil 'iwadh), sedangkan nilai 

yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah 

tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang 

menjadi hak Bank Syariah/LKS. 

5. Prinsip dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah 

Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah 

akad Musyarakah Mutanaqisah. Syirkah dalam akad 

Musyarakah Mutanaqisah adalah syirkah al-'inan. 

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

berdasarkan Musyarakah Mutanaqisah berlaku 

persyaratan paling kurang sebagai berikut:
30

 

a. Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah 

sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-

MUI No.08/DSN-MUI/lV /2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah; 

b. Karakteristik sebagaimana angka 2 harus 

dituangkan secara jelas dalam akad; 

                                                           
30
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c. Setelah seluruh proses pengalihan selesai, 

seluruh porsi modal (hishshah) Bank 

Syariah/LKS beralih kepada nasabah; 

d. Pendapatan Musyarakah Mutanaqisah berupa 

bagi hasil dapat berasal dari: 

i. Margin apabila kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip jual beli; 

ii. Bagi hasil apabila kegiatan usahanya 

berdasarkan musyarakah atau 

mudharabah; 

iii. Ujrah apabila kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip ijarah. 

e. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan para pihak dan 

dapat mengikuti perubahan proporsi 

kepemilikan modal; 

f. Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan 

Musyarakah Mutanaqisah dapat didasarkan 

pada pendapatan masa depan (future income) 

dari kegiatan Musyarakah Mutanaqisah, 

pendapatan proyeksi (projected income) yang 

didasarkan kepada pendapatan historis 

(historical income) dari kegiatan Musyarakah 
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Mutanaqisah atau dasar lainnya yang 

disepakati. Para pihak dapat menyepakati 

nisbah keuntungan tanpa menggunakan 

proyeksi keuntungan; 

g. Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah 

Mutanaqisah menggunakan prinsip sewa 

menyewa (ijarah), maka obyek yang dibiayai 

dengan akad Musyarakah Mutanaqisah dapat 

diambil manfaatnya oleh nasabah selaku 

pengguna atau pihak lain dengan membayar 

ujrah yang disepakati. Apabila nasabah 

menggunakan obyek Musyarakah 

Mutanaqisah, maka nasabah adalah pihak 

yang mengambil manfaat dari obyek tersebut 

(intifa' bil ma'jur) dan karenanya harus 

membayar ujrah; 

h. Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah 

Mutanaqisah menggunakan prinsip sewa 

menyewa (ijarah) dan obyek ijarah yang 

dibiayai dalam proses pembuatan pada saat 

akad (indent), maka seluruh rincian kriteria, 

spesifikasi, dan waktu ketersediaan obyek 

harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, 
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baik kualitas maupun kuantitasnya (ma'luman 

mawshufan mundhabithan munafiyan lil 

jahalah) dalam akad sehingga tidak 

menimbulkan ketidak-pastian (gharar) dan 

perselisihan (niza'); 

i. Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah 

Mutanaqisah menggunakan prinsip sewa 

menyewa (ijarah), obyek pembiayaan 

Musyarakah Mutanaqisah boleh diatas 

namakan nasabah secara langsung atas 

persetujuan Bank Syariah/LKS; 

j. Nasabah boleh melakukan pengalihan 

hishshah bank syariah/LKS sesuai dengan 

jangka waktu yang disepakati atau dengan 

jangka waktu dipercepat atas persetujuan 

Bank Syariah/LKS. 

C. Tinjauan Umum Pembiayaan KPR Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan KPR Syariah 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank 

syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain 

selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran 

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 
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kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana 

kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada 

penerima dana, bahwa dana dalam bentuk 

pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. 

Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari 

pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan 

berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan 

yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
31

 

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau 

istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan 

Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank 

syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing 

dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat 

berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, 

penyertaan modal sementara, komitmen dan 

kontinjensi pada rekening administratif serta 

sertifikat wadiah Bank Indonesia.
32

 Sedangkan KPR 

Syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk 

pembelian rumah secara kredit. KPR syariah 

memiliki berbagai kelebihan dibanding dengan KPR 

                                                           
31

 Ismail, Perbankan..., h. 105 
32

 Muhammad, Manajemen..., h. 196 
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konvensional. Sistem yang digunakan oleh Syariah 

Islam jauh lebih unggul dan lebih aman, bebas riba 

serta tidak ada pihak yang dirugikan. Perbedaan 

pokok antara KPR konvensional dengan syariah 

terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, 

kontrak KPR didasarkan pada suku bunga tertentu 

yang sifatnya bisa fluktuatif, sedangkan KPR Syariah 

bisa dilakukan dengan beberapa pilihan akad 

alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, di 

antaranya KPR iB Jual Beli (skema murabahah) dan 

KPR iB Kepemilikan Bertahap (musyarakah 

mutanaqisah). 

KPR  Konvensional adalah prinsip pinjam 

meminjam dengan bunga sebagai variabelnya. Di 

dalam transaksi ini jelas sekali terdapat unsur riba 

didalamnya, karena  menggunakan sistem bunga 

yang fluktuatif dan meningkat seiring lamanya 

pelunasan hutang tersbut. Transaksi ini hukumnya 

adalah haram dan sebaiknya ditinggalkan.  Dalam 

bunga KPR, pihak Bank Konvensional hanya 

meminjamkan uang dan tidak memiliki rumah secara 

lahir, walau nantinya berhak menyitanya jika pihak 

yang berhutang tidak mampu membayarnya. Dengan 
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KPR syariah yang diberikan oleh bank syariah dapat 

menghindari resiko naik turunnya bunga. KPR 

syariah tidak mengenal bunga namun memakai harga 

penjualan rumah yang disepakati, ditambah dengan 

keuntungan bagi bank yang berkisar 15-20% per 

tahun.  Secara hitungan matematis, KPR syariah 

sebenarnya tidak berbeda jauh dalam jumlah cicilan 

bulanan KPR konvensional, walaupun umumnya 

sedikit lebih mahal. 

Namun keuntungan menggunakan KPR 

syariah adalah jika suku bunga naik bergejolak, 

karena sudah sepakat mengenai harga jual dan 

keuntungann pertahun di awal perjanjian, nasabah 

selamanya akan mencicil sejumlah yang disepakati 

dari awal hingga berakhirnya masa jangka waktu 

kredit.
33

 

2. Unsur-unsur Pembiayaan 

a. Bank syariah 

Merupakan badan usaha yang memberikan 

pembiayaan kepada pihak lain yang 

membutuhkan dana. 

                                                           
33

 http://www.lamudi.co.id/journal/perbedaan-kpr-konvensional-

dengan-kpr-syariah/ diakses pada 12 Mei 2016. 
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b. Mitra usaha/Patner 

Merupakan pihak yang mendapatkan 

pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna 

dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

c. Kepercayaan (Trust) 

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada 

pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra 

akan memenuhi kewajiban untuk 

mengembalikan dana bank syariah sesuai jangka 

waktu tertentu yang diperjanjikan. 

d. Akad 

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau 

kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah 

dan pihak nasabah/mitra. 

e. Risiko 

Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan 

kerugian yang akan timbul karena dana yang 

disalurkan tidak dapat kembali. 

f. Jangka waktu 

Merupakan priode waktu yang diperlukan oleh 

sabah untuk membayar kembali pembiayaan 

yang telah diberikan oleh bank syariah. 

g. Balas jasa 
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Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan 

oleh bank syariah, maka nasabah membayar 

sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah 

disepakati antara bank dan nasabah.
34

 

3. Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan 

bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang 

dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake 

holder, yakni: 

a. Pemilik  

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik 

mengharapkan akan memperoleh penghasilan 

atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

b. Pegawai 

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh 

kesejahtraan dari bank yang dikelolanya. 

c. Masyarakat 

1) Pemilik dana 

Sebagaimana pemilik, mereka 

mengharapkan dari dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil 

                                                           
34
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2) Debitur yang bersangkutan 

Para debitur, dengan penyediaan dana 

baginya, mereka terbantu guna menjalankan 

usahanya (sektor produktif) atau terbantu 

untuk pengadaan barang yang 

diinginkannya (pembiayaan konsumtif) 

3) Masyarakat umumnya-konsumen 

Mereka dapat memperoleh barang-barang 

yang dibutuhkan 

d. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah 

terbantu dalam pembiayaan pembangunan 

negara, di samping itu akan diperoleh pajak 

(berupa pajak penghasilan atau keuntungan 

yang diperoleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan. 

e. Bank 

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari 

penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat 

meneruskan dan mengembangkan usahanya 

agar tetap survival dan meluas jaringan 
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usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat 

yang dilayaninya.
35

 

4. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 

berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dalam meningkatan usahanya. Secara 

terprinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain: 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-

menukar barang dan jasa. 

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar 

barang, hal ini seandainya belum tersedia uang 

sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan 

akan membantu melancarkan lalu lintas 

pertukaran barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk 

memanfaatkan idle fund. 

Bank dapat mempertemukan pihak yang 

kelebihan dana dan pihak yang memerlukan 

dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk 

mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana 

dan pihak yang membutuhkan dana. 

                                                           
35

 Muhammad, Manajemen,,, h. 196 



70 
 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga 

Ekspansi pembiayaan akan mendorong 

meningkatannya jumlah uang yang beredar, dan 

peningkatan peredaran uang akan mendorong 

kenaikan harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan 

meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
36

 

e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan 

pendapatan nasional. 

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan 

tentu saja berusaha untuk meningkatkan 

usahanya. Peningkatan usaha berarti 

meningkatkan profit. 

f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional 

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja 

bergerak di dalam negeri tapi juga di luar 

negeri.
37

 

5. Jenis-jenis Pembiayaan 

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi 

beberapa jenis antara lain: 

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan 
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Dilihat dari tujuan penggunaannya, 

pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu 

pembiayaan investasi, modal kerja, dan 

konsumsi. Perbedaan ini disebabkan karena 

adanya perbedaan tujuan. 

1) Pembiayaan Investasi 

Diberikan oleh bank syariah kepada 

nasabah untuk pengadaan barang-barang 

modal (aset tetap) yang mempunyai nilai 

ekonomis lebih dari satu tahun. 

2) Pembiayaan Modal Kerja 

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

modal kerja yang biasanya habis dalam 

satu siklus usaha. Pembiayaan modal 

kerja ini diberikan dalam jangka pendek 

yaitu selama-lamanya satu tahun. 

3) Pembiayaan Konsumsi 

Diberikan kepada nasabah untuk membeli 

barang-barang untuk keperluan pribadi 

dan tidak untuk keperluan usaha. 

Dari jenis- jenis pembiayaan menurut 

tujuan penggunaan pembiayaan KPR Syariah 
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merupakan pembiyaan investasi karena untuk 

pengadaan barang-barang modal (aset tetap) 

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya 

1) Pembiayaan Jangka Pendek 

Pembiayaan yang diberikan dengan 

jangka waktu maksimal satu tahun. 

Pembiayaan jangka pendek biasanya 

diberikan oleh bank syariah untuk 

membiayai modal kerja perusahaan yang 

mempunyai siklus usaha dalam satu 

tahun, dan pengembaliannya disesuaikan 

dengan kemampuan nasabah. 

2) Pembiayaan Jangka Menengah 

Diberikan dengan jangka waktu antara 

satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini 

dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan 

modal kerja, investasi, dan konsumsi. 

3) Pembiayaan Jangka Panjang 

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih 

dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada 

umumnya diberikan dalam bentuk 

pembiayaan investasi, misalnya untuk 

pembelian gedung, pembangunan proyek, 
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perdagangan mesin dan peralatan, yang 

nominalnya besar serta pembiayaan 

konsumsi yang nilainya besar, misalnya 

pembiayaan untuk pembelian rumah. 

Dari jenis-jenis pembiayaan menurut 

jangka waktunya pembiayaan KPR Syariah 

merupakan pembiayaan jangka panjang karena 

jangka waktunya lebih dari tiga tahun. 

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha 

1) Sektor Industri 

Pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah yang bergerakd dalam sektor 

industri, yaitu sektor usaha yang 

mengubah bentuk dari bahan baku 

menjadi barang jadi atau mengubah suatu 

barang menjadi barang lain yang memiliki 

faedah lebih tinggi. 

2) Sektor Perdagangan 

Pembiayaan ini diberikan kepada 

pengusaha yang bergerak dalam bidang 

perdagangan, baik perdagangan kecil. 

Menengah, dan besar. Pembiayaan ini 

diberikan dengan tujuan untuk 
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memperluas usaha nasabah dalam usaha 

perdagangan, misalnya untuk 

memperbesar jumlah perjualan atau 

memperbesar pasar. 

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, 

dan Perkebunan 

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka 

meningkatkan hasil di sektor pertanian, 

perkebunan, dan peternakan, serta 

perikanan. 

4) Sektor Jasa 

Beberapa sektor jasa pada bank syariah 

diantaranya, jasa pendidikan, jasa rumah 

sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya. 

5) Sektor Perumahan 

Bank syariah memberikan pembiayaan 

kepada mitra usaha yang bergerak di 

bidang pembangunan perumahan. 

Dilihat dari sekrtor usaha jenis-jenis 

pembiayaan untuk pembiayaan KPR Syariah 

sudah jelas yaitu sektor perumahan. 

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan 

1) Pembiayaan dengan jaminan 
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Pembiayaan dengan jaminan merupakan 

jenis pembiayaan yang didukung dengan 

jaminan (agunan) yang cukup. 

2) Pembiayaan tanpa jaminan 

Pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. 

Pembiayaan ini diberikan oleh bank 

syariah atas dasar kepercayaan. 

Untuk jenis pembiayaan dari segi jaminan 

pembiayaan KPR Syariah merupakan yang 

didukung dengan jaminan atau agunan karena 

pembiayaan ini merupakan pembiayaan jangka 

panjang. 

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya 

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi 

menjadi pembiayaan retail, menengah, dan 

korporasi. 

1) Pembiayaan Retail 

Merupakan pembiayaan yang diberikan 

kepada individu atau pengusaha dengan 

skala usaha sangant kecil. Jumlah 

pembiayaan yang dapat diberikan hingga 

Rp. 350.000.000,. 
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2) Pembiayaan Menengah 

Pembiayaan yang memberikan kepada 

pengusaha pada level menengah, dengan 

batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga 

Rp. 5.000.000.000,-. 

3) Pembiayaan Korporasi 

Merupakan pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah dengan jumlah nominal 

yang besar dan diperuntukan kepada 

nasabah besar (korporasi).
38

  

Dilihat dari jumlahnya pembiayan KPR 

Syariah bisa menengah ataupun korporasi 

karena harga rumah bisa mencapai 

Rp350.000.000 ke atas. 
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